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BAB I 
 
 

PENDAHULUAN 
 

 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG   
 
 

  Upaya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud 

pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi terhadap pencapaian sasaran Perangkat 

Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya sesuai dengan peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

petunjuk TEKNIS Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara review atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan 

perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang. 
 
 

  Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok, 

Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud 

yang ada pada ranah penyusunan kebijakan Daerah. Kebijakan yang ditetapkan diharapkan 

menigkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 
 
 

  Sehubungan dengan hal tersebut di atas sebagai perwujudan akuntabilitas transparansi 

dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesbangpol dan 

Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022. Isi LKjIP Badan Kesbangpol dan Linmas 

Tahun 2022 sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 

Tahun 2022. 
 
 
 

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
 

 Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur 

pendukung Tugas Bupati yang mempunyai Tugas melaksanakan Penyusunan dan 

Pelaksanaan Kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan 

Perlindungan Masyarakat. 

 Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut maka Badan Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 
 

1. Perumusan Kebijakan Teknis; 

2. Penyusunan Perencanaan, Pengkoordinasian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas; 

3. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Kesatuan 

Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

4. Menyelenggarakan urusan Administrasi Kesekretariatan, Idiologi Wawasan 

Kebangsaan, Kelembagaan dan Partisipasi Politik, Penanganan Konflik dan 

Perlindungan Masyarakat; dan 

5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 
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 Untuk melaksanakan Fungsi dan Tugas Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat memiliki Struktur Organisasi terdiri dari : 

a. Kepala; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang; 

d. Sub Bagian; 

e. Seksi; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

   (1) Sekretariat terdiri dari : 

    a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

    b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

    c. Sub Bagian Keuangan. 

   (2) Bidang terdiri dari : 

    a. Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan; 

    b. Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Politik; 

    c. Bidang Penanganan Konflik; dan 

    d. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Bencana Alam. 

  (3) Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan terdiri dari : 

a. Subbid Pembinaan Wawasan dan Pembauran Kebangsaan; 

b. Subbid Kewaspadaan Nasional. 

  (4) Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Politik terdiri dari : 

a. Subbid Kelembagaan dan Partisipasi Politik; 

b. Subbid Pembinaan Partisipasi dan Budaya Politik. 

  (5) Bidang Penanganan Konflik terdiri dari : 

a.  Subbid Analisis Potensi Konflik; 

b. Subbid Pengembangan Rekonsiliasi dan Kerjasama. 

  (6) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Bencana Alam terdiri dari : 

c. Subbid Penanggulangan Bencana; 

d. Subbid Ketahanan Masyarakat. 
 
 

 Tugas dan Fungsi Personal 

 1). Kepala Badan 

  Kepala Badan mempunyai tugas :   

  a. Perumusan Kebijakan Teknis; 

  b. Penyusunan Perencanaan, Pengkoordinasian dan Pembinaan Pelaksanaan Tugas; 

  c. Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

  d. Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kesekretariatan dan Kelompok Jabatan 

Fungsional; 

  e. Penyelenggaraan urusan dibidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan; 
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  f. Penyelenggaraan urusan dibidang Kewaspadaan Nasional dan Perlindungan 

Masyarakat; 

  g. Penyelenggaraan urusan dibidang fasilitas ketahanan seni, budaya, ekonomi, agama 

dan kemasyarakatan; 

  h. Penyelenggaraan urusan dibidang politik dalam Negeri; 

  i. Pelaporan Pelaksanaan Tugas kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah; 

  j. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
 

 

 2). Sekretaris 

  Sekretaris Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, keuangan serta tugas lain yang 

diberikan oleh Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

Sekretaris Badan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

  a. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi; 

  b. Penyusunan Perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan; 

  c. Penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 

  d. Penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian; 

  e. Penyelenggaraan urusan keuangan; 

  j. Pelaporan pelaksanaan Tugas kepada Pimpinan. 
 
 

  Sekretaris membawahi tiga orang kepala sub bagian : 

 Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 

 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

 Sub Bagian Keuangan;  

     
 3)  Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan  

  Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan melaksanakan tugas dibidang 

pembinaan wawasan dan pembauran kebangsaan dan kewaspadaan nasional serta 

tugas lain yang diberikan oleh kepala badan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Bina 

Idiologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :  

a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya; 

b.  Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;  

c.  Pengkoordinasian pelaksanaan tugas;  

d.  Penyelenggaraan urusan pembinaan wawasan dan pembauran kebangsaan;  

e.  Penyelenggaraan urusan kewaspadaan nasional;  

f.  Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.  
 

 

  Bidang Bina Idiologi dan Wawasan Kebangsaan di kepalai oleh seorang kepala bidang 

dibantu oleh 2 orang kepala seksi, yaitu : 

 Sub Bidang Pembinaan Wawasan dan Pembauran Kebangsaan; 

 Sub Bidang Kewaspadaan Nasional; 
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 4)  Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Politik  

  Bidang mempunyai tugas dibidang kelembagaan dan perwakilan politik, pembinaan 

partisipasi dan budaya politik serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam 

melaksanakan tugasnya Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Politik mempunyai fungsi :  

a. Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;  

  b.  Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;  

  c.  Pengkoordinasian Kelembagaan dan Partisipasi Politik pelaksanaan tugas;  

  d.  Penyelenggaraan urusan kelembagaan dan perwakilan politik;  

  e.  Penyelenggaraan urusan pembinaan partisipasi dan budaya politik;  

  f.  Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.  
 

  Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Politik di kepalai oleh seorang kepala bidang 

dibantu oleh 2 orang kepala seksi, yaitu : 

 Sub Bidang Kelembagaan dan Partisipasi Politik; 

 Sub Bidang Pembinaan Partisipasi dan Budaya Politik; 
   

5)  Bidang Penanganan Konflik  

  Bidang Penanganan konflik mempunyai tugas dibidang analisis potensi konflik dan 

pengembangan rekonsiliasi dan kerjasama serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Badan. Bidang Penanganan Konflik mempunyai fungsi :  

  a.  Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;  

  b.  Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;  

  c.  Pengkoordinasian pelaksanaan tugas;  

  d.  Penyelenggaraan urusan analisis potensi konflik;  

  e.  Penyelenggaraan urusan pengembangan rekonsiliasi dan kerjasama;  

  f. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan. 
 

  Bidang Penanganan Konflik di kepalai oleh seorang kepala bidang dibantu oleh 2 orang 

kepala seksi, yaitu : 

 Sub Bidang Analisa Potensi Konflik; 

 Sub Bidang Penanganan Rekonsiliasi dan Kerja Sama; 
 

 

 6) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Bencana Alam  

  Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas dibidang penanggulangan bencana 

dan ketahanan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan. Bidang 

Perlindungan Masyarakat melaksanakan fungsi :  

  a.  Pemberian pelayanan administrasi dilingkungannya;  

  b.  Penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;  

  c.  Pengkoordinasian pelaksanaan tugas;  

  d.  Penyelenggaraan urusan penanggulangan bencana;  

  e.  Penyelenggaraan urusan ketahanan masyarakat;  

  f.  Pelaporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan.  
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  Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanganan Bencana Alam di kepalai oleh 

seorang kepala bidang dibantu oleh 2 orang kepala seksi, yaitu : 

 Sub Bidang Penanggulangan Bencana; 

 Sub Bidang Ketahanan Masyarakat; 
 

 7)  Kelompok Jabatan Fungsional  

   Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan perundang-

undangan yang berlaku.  

 

 

 

1.3 STRUKTUR ORGANISASI  
   
 

Struktur Organisasi  
Badan Kesbang Politik dan Perlindungan Masyarakat  

Kabupaten Kepulauan Talaud 
Berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2008 Tanggal 23 juni 2008 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

KEPALA BADAN 

Kelompok Jabatan  
Fungsional 

Subbag  
Perencanaan,Evaluasi 

dan  Pelaporan 

 

SEKRETARIS 

Subbag  
Umum dan 

Kepegawaian 

 

 

Subbag  
Keuangan 

 

Bidang Bina 
Idiologi & Wawasan 

Kebangsaan 

 

Bidang Kelembagaan 
dan Partisipasi Politik 

 

Bidang  
Penanganan Konflik 

 

Bidang Perlindungan Masyarakat  
& Penanganan Bencana Alam 

Subbid Pembinaan  
Wawasan dan 

Pembauran 
Kebangsaan 

Subbid 
Kewaspadaan 

Nasional 

 

Subbid Kelembagaan 
dan Partisipasi Politik 

 

Subbid Pembinaan 
Partisipasi dan Budaya 

Politik 

 

Subbid Analisa Potensi 
Konflik 

 

Subbid Penanganan 
Rekonsiliasi dan 

Kerjasama 

 

Subbid Penanggulangan 
Bencana 

 

Subbid Ketahanan 
Masyarakat 
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1.4 SUMBER DAYA MANUSIA DI BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS 

  Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Badan Kesbangpol dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud  di dukung oleh Pegawai sebanyak 25 orang. yang 

terdiri dari 6 orang Golongan IV, 13 orang Golongan III dan 6 orang Golongan II, dengan 

rincian golongan sbb :  
 

 Komposisi Pegawai Badan Badan Kesbangpol dan Linmas menurut Golongan sbb : 

No. Golongan Jumlah  
1. Golongan IV  6 Orang 

2. Golongan III 13 Orang 

3. Golongan II 6 Orang 

Jumlah                                                         25 Orang 
 
 
 
 

 Komposisi Pegawai Badan Badan Kesbangpol dan Linmas sbb : 

No. Jabatan Jumlah  
1. Kepala Badan 1 Orang 

2. Sekretaris 1 Orang 

3. Kepala Bidang 4 Orang 

4. Kepala Sub Bagian 3 Orang 

5. Kepala Sub Bidang 6 Orang 

6. Staf/Pelaksana 10 Orang 

Jumlah                                                         25 Orang 
  

 

 

 

No. Non PNS Jumlah  
1. Tenaga Harian Lepas 1  

Jumlah                                                         25 Aparatur 
 

 

 

 Komposisi Pegawai Badan Badan Kesbangpol dan Linmas berdasarkan Pendidikan sbb :  
 
 

No. Pendidikan Jumlah (Orang) 
1. Magister (S²) 2 Orang 

2. S¹ 15 Orang 

3. DIII 1 Orang 
4. SLTA 7 Orang 

Jumlah                                                          25 Orang 
 
 
 
 

 Komposisi Pegawai Badan Badan Kesbangpol dan Linmas menurut Eselon sbb :  
 
 

No. Eselon Jumlah (Orang) 
1. II 1 Orang 

2. III 5 Orang 

3. IV 11 Orang 
Jumlah                                                          17 Orang 

 
 

 Hal ini mengindikasikan bahwa formasi dalam jabatan struktural yang ada di Badan 

Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud sudah terisi semua. 

 
 
 
 
 
 



 

Badan Kesbangpol Kabupaten Kepulauan Talaud 7 

 

7 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 

 
 

1.5 ASPEK STRATEGIS YANG BERPENGARUH 
 

 1.5.1. ASPEK STRATEGIS 
 
 
 
 

  Badan Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat sebagai salah satu instansi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, mengemban tugas dan fungsi dalam 

mendukung pencapaian visi dan misi daerah 5 (lima) tahun mendatang, dengan terwujudnya 

tata kelola pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud yang baik, bersih, efektif dan efisien 

serta meningkatkan kualitas system pengendalian internal pemerintah demi untuk menjadikan 

Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi lebih diberkati. 

 Terhadap Potensi yang besar ini maka hal penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak 

yand dibutuhkan oleh masyarakat yaitu adanya fasilitas yang memadai seperti fasilitas 

layanan umum dan ketersediaan Jaringan Internet sampai di wilayah. 
    
 

1.5.2. ISU STRATEGIS 

  Terhadap aspek strategis Kabupaten Kepulauan Talaud yang menjadi hal penting, 

mendasar, berjangka panjang, mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten 

Kepulauan Talaud. Adapun permasalahan-permasalahan yang masih ada pada Badan 

Kesbangpol dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud antara lain adalah : 
 

 a. Sistem tata kelola Lembaga yang belum optimal;  

 b.  Sistem data dan informasi pelayanan masyarakat yang belum terbangun dengan 

dukungan teknologi informasi;  

 c.  Kesenjangan Ekonomi dan Ketahanan sosial budaya yang dpat melemahkan 

ketahanan Daerah/ Bangsa;  

 d.  Kualitas Pendidikan masyarakat yang masih rendah;  

 e.  Pengahayatan dan penagamalan nilai-nilai Pancasila/ UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika 

dan NKRI (4 Pilar Konsensus kehidupan Berbangsa) yang belum terimplementasi 

secara seharusnya;  

 f.  Menurunnya rasa kebangsaan yang dapat mengancam NKRI;  

 g.  Isu-isu SARA dan atau isu primordial yang masih digunakan untuk menciptakan untuk 

menciptakan konflik di Daerah.  
 
 
 

1.6  SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA 

   Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan kebangpol dan 

Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 disusun berpedoman pada 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, 

dengan sistematika penyajian sebagai berikut :  
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 BAB I  PENDAHULUAN 

   Memuat gambaran umum Badan kebangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan 

Talaud yang teridiri dari susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, landasan 

hukum, sumber daya aparatur, sarana dan prasarana dan sistematika laporan 

kinerja.  
 

 BAB II  PERENCANAAN KINERJA 

   Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian 

Kinerja Badan kebangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022. 

 

 BAB III  AKUNTABILITAS KINERJA 

   Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja 

sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, 

serta realisasi anggaran organisasi. 
 

 BAB IV  PENUTUP 

   Berisi ringkasan/simpulan pencapaian kinerja, hambatan dan kendala dalam rangka 

pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, dan upaya yang akan 

dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Badan kebangpol dan Linmas Kabupaten 

Kepulauan Talaud pada tahun berikutnya.    
 

 

1.7 LANDASAN HUKUM 

  Sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Badan kebangpol 

dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud adalah sebagai berikut : 

1. Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan 

bebas dari Korupsi dan Nepotisme; 

2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);  

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (SPPN); 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; 

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang 

perbaikan pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(sebagaimana keputusan kepala lembaga administrasi Negara Nomor 589/IX/6/y/99 

tentang pedoman penyusunan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah);  

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan 

akuntabilitas kinerja instansi; 

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan kinerja utama 

dilingkungan Instansi Pemerintah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahana atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan 

keuangan daerah; 

16. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;   

19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. 
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BAB II 

 
 

PERENCANAAN KINERJA 
                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
2.1 RENCANA STRATEGIS  
  
 
 

  Pada bab ini dapat kami ringkaskan rencana strategis Badan kebangpol dan Linmas 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2020-2025 pada hakekatnya merupakan pernyataan 

komitmen bersama jangka  menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk 

meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pengelolaan manajemen internal 

yang terpadu dan mantap, sarana prasarana kerja yang memadai yang bertujuan untuk dapat 

meningkatkan produktifitas dan akuntabilitas kinerja seluruh pegawai Badan Kesbangpol dan 

Linmas melalui perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang 

berorientasi pada hasil dan penyusunan laporan pengendalian serta evaluasi kegiatan guna 

meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan. 

  Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan 

Talaud telah mengacu perencanaan yang berisi visi, misi, strategis dan kebijakan serta 

program-program pokok dalam mewujudkan perencanaan yang baik bagi kepentingan 

pembangunan daerah dalam upaya koordinasi, penyerasian dan keterpaduan rencana 

daerah, regional dan nasional. Dalam mencapai Visi dan Misi Bupati Kepulauan Talaud Tahun 

2020-2025 Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud mengawal misi 

kelima yaitu : Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud Yang Aman.                   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.2 PERJANJIAN KINERJA  
 

  Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Talaud, Badan Kesbangpol 

dan Linmas membuat perjanjian kinerja 2022 berisikan pernyataan untuk melaksanakan 

program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan target melalui perjanjian 

kinerja. Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud menjadi tolak 

ukur sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, maka 

ditetapkan perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sbb :    
 

 

Tabel 2.2 
 
 

 Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kab. Kepl. Talaud Tahun 2022 
 

NO SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET SATUAN 

1. 
 
 

Meningkatkan 
Perlindungan Masyarakat 
terhadap gangguan 
keamanan dan 
kenyamanan lingkungan 

 
 

Lingkungan 
Perumahan dan 
pemukiman yang 
bebas dari 
gangguan 
keamanan 
 

50 % 
 

Persen 
 

2. 
 
 

Meningkatkan Toleransi 
dalam kehidupan 
beragama 
 

Indeks KUB 
79,20 % 

 
Persen 
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BAB III 
 
 

AKUNTABILITAS KINERJA  
 
 
 
 

3.1  CAPAIAN KINERJA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS TAHUN 2022 
 
 

  Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan secara 

keseluruhan target kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud 

Tahun 2022 telah tercapai.  
 

  Melalui akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud tidak terlepas dari rangkaian 

mekanisme fungsi perencanaan yang sudah mulai dari Perencanan Strategis (RENSTRA) 

dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ataupun Rencana Kinerja Tahunan ( RKT) 

dan Penetapan Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud.  
 

  Tidak Terlepas juga dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri sebagai fungsi actuating 

perencanaan yang sudah dibuat, hingga pada saat pertanggungjawaban pelaksanaan 

pembangunan yang mengerahkan seluruh sumber daya manajemen pendukungnya. 

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunana sifatnya terukur danterdapat 

standar pengukuran antara yang di ukur dengan piranti pengukurannya.  
  

  Pertanggung jawaban pengukuran yang di ukur adalah kegiatan, program dan sasaran 

yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program dan sasaran dilaksanakan tidak salah 

arah dengan perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari 

penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja, yaitu keluaran dan 

hasil dari masing-masing kegiatan Tahun 2022, yaitu digunakan metode perhitungan : 

 
   

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Gangguan Keamanan 
 ----------------------------------      x  100% 
 Jumlah Lingkungan perumahan dan pemukiman 
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3.2 MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI 
 
 

 

  Berdasarkan Renstra Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2020-2025, Sasaran 

strategis yang tertuang adalah untuk Terwujudnya hidup rukun dan damai, Meningkatnya 

perlindungan masyarakat terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan lingkungan dan 

Meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama dengan perbandingan antara target dan 

realisasi dengan hasil capaian tergambar pada table berikut : 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Target Realisasi Capaian 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 
 

Meningkatkan 
perlindungan 
masyarakat 
terhadap gangguan 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 
 
 

 
 

Persentase 
Lingkungan 
perumahan dan 
pemukiman yang 
bebas dari gangguan 
keamanan 
 

 

50 % 

 

50 % 

 
100 % 

   

   2. 

 
 

Meningkatkan 
toleransi dalam 
kehidupan 
beragama 
 
 

 
Indeks KUB 

 
79,20 % 

 
78,73 % 

 
97,94 % 

 

 

 

 

  Dari tabel tersebut dijelaskan bahwa : 

a. Indikator Presentase Lingkungan perumahan dan pemukiman yang bebas dari 

gangguan keamanan pada tahun 2022 mengalami peningkatan 100 persen dari 

target yang diharapkan yaitu 50 persen dan realisasi 50 persen, perhitungan sesuai 

dengan standard dan survey oleh Kementerian Agama.  

Pencapaian ini dapat diperoleh dari data melalui Bidang Bina Idioligi dan Wawasan 

Kebangsaan dan Pemerintah Desa. 

 

  b. Indeks KUB pada tahun 2022 mengalami peningkatan 97,94 persen dari target 

yang diharapkan yaitu 79,20 persen dan realisasi 78,73 persen.  

   Pencapaian ini dapat diperoleh dari data melalui Bidang Bina Idioligi dan Wawasan 

Kebangsaan dan Kementerian Agama Kabupaten Talaud. 
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3.3 MEMBANDINGKAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 
INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR  

 
 
 
 

  Tabel Target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan satu tahun 

sebelumnya sebagai berikut : 
 
 
 

No 
Sasaran  
Strategis 

Indikator  
Kinerja 

Tahun 2021 Tahun 2022 

Target Realisasi Target Realisasi 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1. 

 

Meningkatkan 
perlindungan 
masyarakat 
terhadap 
gangguan 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 
 

 

Persentase 
Lingkungan 
perumahan dan 
pemukiman 
yang bebas dari 
gangguan 
keamanan 
 

 
 
 

30 % 

 
 
 

30 % 

 
 
 

50 % 

 
 
 

50 % 

2. 

 

Meningkatkan 
toleransi dalam 
kehidupan 
beragama 
 

 
 

 
Indeks KUB 
 

 
 
 
 
 

78,35% 
 

 
 

78,73% 
 

 
 

79,20% 

 
 

78,73% 

 

 

  Berdasarkan pada tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2022 presentase 

peningkatan perlindungan masyarakat terhadap gangguan keamanan dan kenyamanan 

lingkungan dan peningkatan toleransi dalam kehidupan beragama mengalami 

peningkatan 97,94 persen, dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
 
 
 

3.4 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN 
TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN 
STRATEGIS (RENSTRA)     

 
 
 

  Setelah mengalami perubahan pada RENSTRA 2020-2025, maka Indikator Badan 

Kesbangpol dan Linmas menjadi  

 Pertama adalah Indikator Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan 

Ketertiban;  

 Kedua Indikator Persentase Lingkungan Perumahan dan Pemukiman yang Bebas 

dari Gangguan Keamanan; dan 

 Ketiga Indikator Indeks KUB.  

 

  Adapun gambaran perubahan RENSTRA terlihat pada table di bawah ini : 
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Sesudah Perubahan 
 

Sebelum Perubahan 
 

Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

 
 

Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

1 2 3 4 

 
Meningkatkan 
Keamanan dan 
Ketertiban 
Masyarakat 
 

 
 

Presentase 
Penurunan 
Gangguan 
Keamanan dan 
Ketertiban 

 
 

Meningkatkan 
kesadaran dan 
kepedulian seluruh 
stakeholder dalam 
menjaga dan 
memelihara 
keamanan,ketertiban 
dan kenyamanan 

 
 

Terlaksananya 
peningkatan 
pemahaman 
masyarakat teradap 
kerukunan dan 
kerjasama antar umat 
beragama,toleransi nilai 
sosial dan solidaritas di 
kalangan masyarakat 
serta pelestarian nilai 
luhur budaya bangsa 

 

Meningkatkan 
Perlindungan  
Masyarakat 
terhadap 
gangguan 
keamanan dan 
lingkungan 
 

 

Presentase 
Lingkungan 
Perumahan dan 
Pemukiman 
yang Bebas dari 
Gangguan 
Keamanan 
 

 
 

Jumlah pembinaan 
peningkatan nilai-nilai 
kebangsaan  

 

Meningkatkan 
Toleransi dalam 
kehidupan 
beragama 
 

 

Indeks KUB 
 

  

 
 

  Capaian target pada Indikator Persentase Lingkungan perumahan dan pemukiman 

yang bebas dari gangguan keamanan mencapai 50 persen dan capaian realisasinya yaitu 100 

persen; Capaian target pada Indikator Indeks KUB pada tahun 2022 mengalami peningkatan 

97,94 persen dari target yang diharapkan yaitu 79,20 persen dan realisasi 78,73 persen. Data 

tersebut tergambar pada tabel di bawah ini : 

 

No 
Sasaran  
Strategis 

Indikator  
Kinerja 

Tahun 2022 
Capaian 

Tahun 2025 

Target Realisasi Target 

 

1. 

 

Meningkatkan 
perlindungan 
masyarakat 
terhadap 
gangguan 
keamanan dan 
kenyamanan 
lingkungan 

 

Persentase 
Lingkungan 
perumahan 
dan 
pemukiman 
yang bebas 
dari gangguan 
keamanan 

 

50 % 

 

50 % 

 

100 % 

 

80 % 

2. 

 

Meningkatkan 
toleransi dalam 
kehidupan 
beragama 

 
 

Indeks KUB 
 

 
79,20 % 

 

 
78,73 % 

 

 

97,94 % 

 
82,42 % 
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3.5 MEMBANDINGKAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDART NASIONAL 

  Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap standar nasional yang mana, ada 1 

target Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud yang 

mengacu pada standar nasional yang ada, seperti terlihat pada tabel berikut ini : 

  

No 
Sasaran  
Strategis 

Indikator  
Kinerja 

Tahun 2022 Standar Nasional 

Target Realisasi Target Realisasi 

 

1. 

 

Meningkatkan 
toleransi dalam 
kehidupan 
beragama  
 

 
 
 
 

Indeks KUB 
 

 
 
 
 

79,20 % 
 

 
 
 
 

78,73 % 
 

 
 
 
 

79,20 % 
 

 
 
 
 

78,73 % 
 

 

 

 

  Berdasarkan tabel diatas, capaian realisasi target tahun 2022 telah sesuai dengan 

standar nasional yang ada. 

 

 

3.6 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU 
PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIV SOLUSI YANG TELAH 
DILAKUKAN  

 
 

  Berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten 

Kepulauan Talaud bahwa pencapaian target kinerja sasaran untuk kinerja :  
 

   1. Persentase Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban dapat mencapai 

target yang diperjanjikan dan berpredikat Sangat Baik; 

   2. Persentase Lingkungan perumahan dan pemukiman yang bebas dari 

gangguan keamanan dapat mencapai target yang diperjanjikan dan 

berpredikat Sangat Baik; dan 

  3. Indeks KUB dapat mencapai target yang diperjanjikan dan berpredikat 

Sangat Baik.  
 

 

   Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2022 ini disebabkan karena : 
 

   1. Meningkatkan partisipasi Lembaga Keagamaan dan Tokoh Agama sebagai 

motivator menciptakan hubungan harmonis antar umat beragama; 

   2. Meningkatkan kerja sama antar umat beragama; 

   3. Meningkatkan kesadaran umat beragama tentang pentingnya toleransi antar 

umat beragama; 

   4. Terjaganya keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah rawan konflik; 

   5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan dan kenyamanan 

lingkungan; 

   6. Memanfaatkan pos keamanan lingkungan di wilayah rawan konflik;  

   7. Gangguan keamanan yang berakhir dengan jalan damai. 
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   Kelemahan/permasalahan terhadap peningkatan pencapaian kinerja tahun 2022 

yang terjadi adalah : 

1. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan 

kenyamanan lingkungan dan tolerans antar umat beragama; 

2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dalam menunjang pelaksanaan 

tugas; 

3. Belum meratanya kemampuan aparatur dibidang pajak dan retribusi daerah; 

4. Masih terbatasnya dana untuk menunjang pelaksanaan tugas; dan 

5. Penganggaran Program Kegiatan yang tidak stabil/pengurangan anggaran. 
 

   Terhadap Kelemahan/permasalahan dalam peningkatan pencapaian kinerja dalam 

menunjang kegiatan tersebut, maka perlunya alternative solusi seperti : 
 

1. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan 

lingkungan yang aman dan nyaman; 

2. Meningkatkan dan kaderisasi kemampuan SDM melalui Bimtek/Diklat untuk 

petugas Linmas tentang kewaspadaan nasional; 

3. Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); 

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk saling menghormati serta 

tolerans antar umat beragama; 

5. Konflik yang bernuansa SARA yang mampu/dapat dicegah; 

6. Menyediakan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas untuk 

peningkatan pencapaian kinerja. 
 

 
 

3.7 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA  
 

  Efisiensi penggunaan sumberdaya tentunya dengan memperhatikan lingkup 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas serta 

beban kerja dalam mewujudkan pencapaian target kinerja sasaran organisasi yang 

ditetapkan. 

  Selanjutnya untuk percepatan pencapaian sasaran organisasi sebagaimana kondisi 

yang diinginkan demi terwujudnya peningkatan pencapaian target kinerja, oleh karena itu 

efisiensi penggunaan sumber daya penting untuk program/kegiatan yang diprioritaskan, untuk 

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten  Kepulauan Talaud perlu adanya : 
 

1. Sumber daya dalam bentuk anggaran untuk pembiayaan program/kegiatan seperti 

tersebut diatas sangatlah penting untuk mendapatkan perhatian dalam prioritas 

plafon anggaran; 

2. Efisiensi penggunaan sumber daya aparatur sipil negara yang professional sesuai 

dengan bidang ilmu yang relevan, maka perlu adanya pembiayaan Pelatihan atau 

Bimtek Aparatur untuk petugas Linmas tentang kewaspadaan nasional (kekuatan) 

semua ASN. 
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3.8. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN 
KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA    
  

 

  Adapun program/kegiatan yang terdanai melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud untuk 

Tahun 2022 yang terealisasi untuk membiayai urusan wajib OPD saja atau untuk membiayai 

program kegiatan rutin kantor adalah sejumlah 6 (enam) Program, dan 10 (sepuluh) Kegiatan. 

  Pagu Anggaran setelah perubahan yang tertuang pada DPPA Tahun Anggaran 2022 ini 

Sebesar Rp 6.396.187.913,- yang terdiri dari biaya gaji dan tujangan ASN sejumlah Rp 

2.310.171.907,-  dan belanja penunjang kegiatan operasional OPD dan untuk membiayai 

program/kegiatan urusan wajib Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas sebesar  Rp 

4.086.016.006,-.  

  Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan kebijakan 

adalah masalah keuangan. Anggaran yang digunakan dalam melaksanakan rencana kinerja 

kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

2022 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD 2022 

sebagaimana tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Badan Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Linmas Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp 5.669.137.475,- dan 

mengalami perubahan menjadi sebesar Rp 6.396.187.913,- sebagaimana tertuang dalam 

Anggaran Perubahan DPPA 2022 dari Anggaran Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas 

dinaikan sebesar 11,4%, Dengan rincian sebagai berikut :  
 
 

Tabel 3.8 
Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Badan Kesbangpol dan Linmas 

 
 

 
ANGGARAN 

(Rp) 
REALISASI 

(Rp) 
PERSENTASE 

(%) NO PROGRAM/KEGIATAN 

1. 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA 

2.539.393.403 2.507.174.486 98,74 

 
Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

 
6.505.000 

 
6.461.000 99,32 

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.310.171.907 2.291.553.615 99,20 
 Administrasi Umum Perangkat Daerah 119.409.496 112.830.100 94,50 

 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

- - - 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

94.744.000 93.362.771 98,54 

 
Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

8.563.000 2.967.000 34,65 

2. 
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI 
PANCASILA DAN KARAKTER 
KEBANGSAAN 

630.994.000 630.695.504 99,95 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi 
Pancasila dan Karakter Kebangsaan  

630.994.000 630.695.504 99,95 
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3 4 5 1 2 

3. 

PROGRAM PENINGKATAN PERAN 
PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA 
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN 
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA 
SERTA BUDAYA POLITIK 

563.893.710 555.611.810 98,53 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, 
serta Pemantauan Situasi Politik  

563.893.710 555.611.810 98,53 

4. 
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN 
PENGAWASAN ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 

13.720.000 8.735.000 63,67 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Pemberdayaan dan Pengawasan 
Organisasi Kemasyarakatan  

13.720.000 8.735.000 63,67 

5. 
PROGRAM PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN KETAHANAN 
EKONOMI, SOSIAL BUDAYA 

2.465.000 2.140.000 86,82 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pemantapan Pelaksanaan Bidang 
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  

2.465.000 2.140.000 86,82 

6. 

PROGRAM PENINGKATAN 
KEWASPADAAN NASIONAL DAN 
PENINGKATAN KUALITAS DAN 
FASILITASI PENANGANAN KONFLIK 
SOSIAL 

2.645.721.800 2.612.646.788 98,75 

 Perumusan Kebijakan Teknis dan 
Pelaksanaan Pemantapan Keaspadaan 
Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   

2.645.721.800 2.612.646.788 98,75 

 
Jumlah 6.396.187.913 6.317.003.588 98,76 

  

 

 

 Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini 

adalah sebanyak 6 program dan 6 kegiatan. Adapun program dan kegiatan sesuai rancangan 

RKPD pada tahun 2022 terdiri dari :  
 

 

 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 
 
 

  1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

    1). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

  2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

    1). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  

    2). Penyediaan Bahan Logistik Kantor  

    3). Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  

  3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

    1). Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 
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  4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

   1). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

   2). Penyediaan jasa pelayanan umum kantor 

  5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

   1). Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan 

kendaraan dinas operasional atau lapangan 
 

 

 2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 
 

  1. Kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang 

ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan   

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

   1). Penyusunan program kerja di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela 

Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 

sejarah kebangsaan 

   2). Perumusan kebijakanteknis dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela 

Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan 

sejarah kebangsaan 

   3). Pelaksanaan kebijakan dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, 

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah 

kebangsaan 

   4). Pelaksanaan koordinasi dibidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, bela Negara, 

karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah 

kebangsaan 

   5). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Ideologi Wawasan 

Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka 

tunggal ika dan sejarah kebangsaan 
 

 

 3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA 
PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA 
SERTA BUDAYA POLITIK 

 
 

  1. Kegiatan Perumusan kebijakan, teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang 

pendidikan politik,etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 

kelembagaan pemerintah,perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan 

umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

   1). Penyusunan program dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demikrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta 

pemantauan situasi politik di Daerah 
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   2). Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demikrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta 

pemantauan situasi politik di Daerah 

   3). Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demikrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta 

pemantauan situasi politik di Daerah 

   4). Pelaksanaan Koordinasi dibidang pendidikan politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demikrasi,Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta 

pemantauan situasi politik di Daerah 

   5). Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  dibidang pendidikan politik, 

Etika Budaya Politik, Peningkatan Demikrasi,Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum 

Kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah 
 

 

 4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI 
KEMASYARAKATAN 

 
 

  1. Kegiatan Perumusan kebijakan, teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang 

pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

   1). Penyusunan program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di 

daerah 

   2). Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, 

pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan 

ormas dan ormas asing di daerah 

   3). Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di 

daerah 

   4). Pelaksanaan koordinasi dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, 

evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di 

daerah  
 

 

 5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL 
DAN BUDAYA 

 

  1. Kegiatan Perumusan kebijakan, teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang 

ketahanan ekonomi, social dan budaya 

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 
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   1). Penyusunan program kerja dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

dan Fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika dan fasilitasi kerukunan 

umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah 

   2). Pelaksanaan kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan 

Fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika dan fasilitasi kerukunan umat 

beragama dan penghayat kepercayaan di daerah 

   3). Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial dan Budaya dan Fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika dan 

fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah 
 

 

 6. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN 
KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 

 
 
 

  1. Kegiatan Perumusan kebijakan, teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan 

nasional dan penanganan konflik social  

    Dengan Sub Kegiatan sbb : 

   1). Penyusunan program kerja dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,  

kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah 

   2). Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, 

kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 

asing,  kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah 

   3). Pelaksanaan kebijakan dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,  

kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah 

   4). Pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, 

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing,  

kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah 

   5). Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang kewaspadaan dini, 

kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga 

asing,  kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang 

kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah 

   6). Pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota. 
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BAB IV 
 
 
 

PENUTUP 
 
 
 

  Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud berkaitan 

dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 2022. Selain itu Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah juga sebagai bahan pengambilan keputusan dalam pemerintahan berikutnya. 

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis Badan Kesbangpol dan 

Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud pada tahun 2022 mendapat alokasi dana APBD 

sebesar Rp. 6.396.187.913 yang terealisasi sebesar Rp. 6.317.003.588 atau sebesar 98,76%. 

  Laporan Kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 

2022 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan dari capaian strategis, yang tercermin pada 

capaian indikator yang telaj diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022, secara umum 

sasaran strategis yang telah ditetapkan telah terpenuhi. 

  Dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini Badan 

Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud merasakan belum sempurna namun 

setidaknya diharapkan dapat memberi gambaran dalam pelaksanaan kewajiban yang telah 

dilakukan Badan Kesbangpol dan Linmas Tahun 2022. 
   

 

4.1 KESIMPULAN 

  Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesbangpol dan Linmas 

Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 merupakan hasil evaluasi kinerja Badan 

Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud selama 1 (satu) tahun anggaran yang 

berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas-tugas yang telah berhasil dilaksanakan. 

Hasil evaluasi tersebut diharapkan sebagai alat penilai kinerja kuantitatif yang secara 

transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsinya.  

  Pencapaian kinerja yang sesuai atau melebihi dari target yang telah ditetapkan tidak 

lepas dari hasil perencanaan, pemenuhan tanggungjawab dan penciptaan inovasi dalam 

pelaksanaan tugas. Meskipun demikian terdapat beberapa faktor diluar kendali Badan 

Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai regulator, tetap menyumbang 

peranan atas keberhasilan kinerja di tahun 2022. Untuk kegiatan-kegiatan yang tidak 

mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pelajaran, 

pemicu peningkatan kinerja Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud 

untuk tahun yang akan datang.  

  Di dalam penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan 

Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2022 ini kami yakin masih 

banyak kekurangan dan kelemahannya, untuk itu saran dan masukan-masukan yang positif 

bagi penyempurnaan masih sangat diperlukan. 
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4.2 SARAN 

  Supaya dapat mempertahankan capaian kinerja, sasaran dan memperbaiki kinerja 

sasaran yang masih rendah sangat diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait 

dengan melaksanakan tugas-tugas Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan 

Talaud. Kedepan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal 

sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan maka optimalisasi mekanisme 

manajemen internal organisasi di Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Kepulauan 

Talaud akan ditingkatkan untuk secara pro aktif mengevaluasi berbagai kegiatan yang 

dilaksanakan. 

  Agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dan Linmas Kabupaten 

Kepulauan Talaud dapat berjalan lebih baik sangat diperlukan umpan balik dari pengambil 

keputusan kebijakan Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan semangat kerja aparat 

Pemerintah dalam mengemban amanah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan 

Talaud khususnya Badan Kesbangpol dan Linmas mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud 

Yang Aman.      

  Demikianlah kewajiban bagi setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah dimana paling 

lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menyusun laporan kinerja 

tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada 

Bupati Kepulauan Talaud untuk menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Tahunan 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. 
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